
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1387, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Piutang. 
Pengembalian. BUMN. BUMD. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 168/PMK.06/2013 
TENTANG 

TATA CARA PENGEMBALIAN PENGURUSAN PIUTANG  
YANG BERASAL DARI PENYERAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/ 

BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA YANG MODALNYA 
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMILIKI OLEH                                      

BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait 
perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, perlu mengembalikan 
pengurusan Piutang yang berasal dari penyerahan 
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 
kepada masing-masing Penyerah Piutang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian 
Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan 
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 
dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau 
Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2104); 

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGEMBALIAN PENGURUSAN PIUTANG YANG BERASAL 
DARI PENYERAHAN BADAN USAHA MILIK 
NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN 
YANG MODALNYA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA 
DIMILIKI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN 
USAHA MILIK DAERAH. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Berkas Kasus Piutang Negara yang selanjutnya disingkat BKPN adalah 

dokumentasi yang memuat informasi tentang pengurusan piutang 
yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara terhadap piutang Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas nama masing-masing 
Penanggung Hutang; 

2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
3. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah 

Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.  

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah 
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara dipisahkan. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah 
Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan daerah dipisahkan. 
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6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang pada Direktorat Jenderal. 

7. Channeling adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada 
masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non 
perbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila 
terjadi kemacetan.  

8. Risk sharing adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada 
masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non 
perbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga 
pembiayaan non perbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi 
kemacetan. 

9. Penyerah Piutang adalah badan usaha yang modalnya sebagian atau 
seluruhnya dimiliki oleh Negara/Daerah atau dimiliki Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang telah menyerahkan pengurusan 
Piutangnya kepada PUPN.  

10. Penanggung Hutang adalah badan/atau orang yang berhutang kepada 
Penyerah Piutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, 
termasuk badan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh 
hutang Penanggung Hutang.  

11. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang 
dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan 
penyelesaian hutang.  

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pengembalian pengurusan piutang meliputi seluruh 
piutang yang pengurusannya telah diserahkan oleh Penyerah Piutang 
kepada PUPN Cabang. 

(2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang: 
a. masih aktif diurus oleh PUPN Cabang; dan  

b. sudah dinyatakan PUPN Cabang sebagai piutang yang sementara 
belum dapat ditagih. 

Pasal 3 

(1) PUPN Cabang mengembalikan pengurusan piutang yang telah 
diserahkan oleh Penyerah Piutang dengan menerbitkan Surat 
Pengembalian Pengurusan Piutang.  

(2) Penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang dapat dilakukan 
untuk 1 (satu) BKPN atau untuk beberapa BKPN terhadap Penyerah 
Piutang yang sama. 
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